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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam

sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT,  umur 49 tahun,  agama Islam,  pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam

hal  ini  memberikan  Kuasa  kepada  Nopiyansah,

S.H.,M.H. DKK. para  Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Hukum NHP & Partners yang beralamat

di Jalan Otista III C 16 – 17 RT.04 RW.04, Kelurahan

Cipinang  Cempedak,  Jakarta  Timur,  berdasarkan

Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  18  September 2023

yang  terdaftar  dalam  register  Surat  Kuasa

Pengadilan  Agama  Jakarta  Timur  Nomor

1520/K/9/2023/PAJT  tanggal  25  September  2023,

sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur  72  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

Swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, DKI Jakarta,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  18 September

2023 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta  Timur pada
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tanggal  25  September  2023  dengan  register  perkara  Nomor

0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  25  Mei  2001  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan tuntunan ajaran agama Islam.  Perkawinan tersebut  telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kuwarasan,

Kotamadya Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam

Akta Nikah No. xxx;

2. Bahwa  Perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

Perkawinan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  Sakinah,

Mawaddah dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa  setelah  menikah  hingga  sekarang  Penggugat  dengan  Tergugat

tinggal  bersama  di  rumah  keluarga  Penggugat  yang  berlamat   Jakarta

Timur;

4. Bahwa selama masa perkawinannya tidak ada harta gono gini, akan tetapi

dalam perkawinannya Penggugat  dan Tergugat  dikaruniai  1 (satu) orang

anak 

5.  Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat hidup harmonis dan rukun. namun sejak pertengahan tahun 2014

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai

dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

5.1 .  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam  masalah  kebutuhan

rumah  tangga  dan  tidak berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan

keluarga   sehingga  untuk  biaya  hidup dan biaya pendidikan anak-

anak,  Penggugat  harus  berjuang  dan  bekerja  serabutan  untuk

memenuhinya dan juga dibantu oleh keluarga Penggugat;

5.2 .  Tergugat  sudah  tidak  memberikan  perhatian  dan  kasih  sayang

kepada Penggugat dan anak; 

5.3 .  Penggugat seringkali  mengalah demi keutuhan rumah tangga dan

anak,  namun  Tergugat  tetap  saja  menunjukkan  sikap  santai  yang

seolah-olah bukan tanggung jawab Tergugat;

5.4 . Bahwa Penggugat merasa keberatan atas sifat dari Tergugat dimana

Tergugat  mempunyai  sifat  yang emosional,  jika  tejadi  pertengkaran
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dan perselisihan dengan Tergugat  sering berucap dan berkata-kata

kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa puncak dari  percekcokan antara  Penggugat  dan Tergugat  terjadi

pada bulan Januari  tahun 2017,  dimana  Penggugat dan Tergugat sudah

tidak tinggal satu rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami

istri pada umumnya;

7. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Pengugat  dan  Tergugat  sebagaimana

diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga labih baik diputus karena perceraian;     

8. Bahwa  perselisihan  dan  permasalahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dikawatirkan dapat terjadi hal-hal yang

tidak  diinginkan,  oleh  karenanya  merupakan  masalah  yang  perlu

diselesaikan dengan segera;

9. Bahwa  Gugatan  Penggugat  untuk  mengajukan  Gugatan  Perceraian

terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

terus-menerus  dan  tidak  mungkin  hidup  rukun  dalam  suatu  ikatan

perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

10.Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal  tersebut di  atas,  maka dengan ini  Kami mohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama  Jakarta Timur untuk berkenan

menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai

berikut :

PRIMAIR :

1.  Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.  Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa dari Tergugat  (Uwod Abdullah bin

Abdul Ubun) terhadap Penggugat (Penggugat); 

3.  Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang

berlaku.

SUBSIDIAIR :
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Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

kuasanya  telah  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak

menghadap  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah  dipanggil  secara resmi  dan patut

yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  Surat  Kuasa  Khusus

Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan

Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan; 

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat  tidak  pernah datang menghadap di  persidangan namun

Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat

kepada Penggugat  agar  mengurungkan keinginannya untuk  bercerai  dan

mencoba  kembali  membina rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah  wa

rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses

persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.  Bukti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai

cukup  dan  di-nazegelen, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  xxx atas  nama  Penggugat  dan

Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kuwarasan, Kotamadya  Kebumen Provinsi Jawa Tengah tanggal  25 Mei

2001, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diberi  tanggal,  diberi

tanda P.2 dan diparaf;
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B.  Bukti Saksi

1.  Saksi  I,  telah memberikan keterangan di  bawah sumpah  yang pada

pokoknya sebagai berikut:

-   Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak

kandung Penggugat,  sedangkan Tergugat  adalah suami  Penggugat

yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

-   Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  keluarga  Penggugat  yang  beralamat  di  Jakarta

Timur;

-   Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

telah  hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

-   Bahwa  rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-

rukun saja, namun sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;

-   Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  karena  masalah  ekonomi  dimana

Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  kebutuhan

keluarga dan bila terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar kepada

Penggugat;

-   Bahwa sejak tahun 2017  Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat  tinggal  karena  Tergugat  meninggalkan  kediaman  bersama

sampai sekarang;

-   Bahwa sejak  pisah tempat tinggal tersebut dimana Tergugat tidak

pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;

-   Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

pernah  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  kedua  pihak,  namun  tidak

berhasil;

2.  Saksi II,  telah memberikan keterangan di bawah sumpah  yang pada

pokoknyasebagai berikut:

-   Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah

keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat

yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
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-   Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  keluarga  Penggugat  yang  beralamat  di  Jakarta

Timur;

-   Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

telah  hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

-   Bahwa  rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-

rukun saja, namun sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;

-   Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  karena masalah keuangan dimana

Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  kebutuhan

keluarga dan bila terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar kepada

Penggugat;

-   Bahwa sejak tahun 2017  Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat  tinggal  karena  Tergugat  meninggalkan  kediaman  bersama

sampai sekarang;

-   Bahwa sejak  pisah tempat tinggal tersebut dimana Tergugat tidak

pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;

-   Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

pernah  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  kedua  pihak,  namun  tidak

berhasil;

Bahwa,  Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat  bukti  lagi

dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa  Penggugat telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan

yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam

surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan

Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk  kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah
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sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Penggugat  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Jakarta

Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Surat  Kuasa  Khusus,

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan  memberi  izin  kepada  Kuasa

Penggugat  tersebut  untuk  beracara  dalam  perkara  aquo sebagai  advokat

profesional;  

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena  Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. gugatan Penggugat dapat

diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  pokok  permasalahan  perkara  ini  adalah  gugatan

Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana

terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

alasan-alasan  perceraiannya  dengan  mengajukan  alat-alat  bukti  yang

cukup;

Menimbang, bahwa  Penggugat telah mengajukan bukti  P.1 berupa

fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
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bukti  tersebut  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  sebagai  akta

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti

tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat  berdomisili  di  wilayah  Jakarta

Timur dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei

2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat, maka

bukti  P.1  dan  P.2  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.  2  tersebut  harus

dinyatakan terbukti bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri

sah,  menikah  pada  tanggal  25  Mei  2001,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  2  (dua)

orang saksi, keduanya telah memenuhi syarat formil  dan materiil  sebagai

saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR j o  Pasal   171  dan  172  HIR,

sehingga  membuktikan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  disebabkan  masalah  ekonomi  dimana  Tergugat  kurang

bertanggung jawab dalam memenuhi  kebutuhan keluarga dan bila terjadi

pertengkaran  Tergugat  berkata  kasar  kepada  Penggugat,  sehingga

berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

tahun  2017  dimana  Tergugat  meninggalkan  kediaman  bersama  bahkan

sejak pisah tempat tinggal tersebut dimana Tergugat tidak pernah datang

lagi  ke  tempat  tinggal  Tergugat  dan telah diupayakan untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam perkawinan

yang sah sejak tanggal 25 Mei 2001;

    Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

pertengkaran disebabkan  ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung

jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan bila terjadi pertengkaran

Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
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 Bahwa  Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  tahun

2017  dimana  Tergugat  meninggalkan  kediaman  bersama  sampai

sekarang;

 Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal  tersebut  dimana  Tergugat  tidak

pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;

 Bahwa  telah  diupayakan  untuk  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  terjadi

keretakan ikatan batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan hingga terjadi

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan tidak ada

harapan  untuk  kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling

mempedulikan  bahkan  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai

dengan Tergugat,  yang tentunya rumah tangga seperti  itu sudah tidak dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,

bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan  batin  baik  bagi  Penggugat maupun  Tergugat.  Hukum  Islam

menentukan  bahwa  menolak  mafsadat  harus  didahulukan  dari  mengharap

kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut: 

المصالح      جلب على مقدم المفاسد  درء

artinya:  “Menghindari  mafsadat  (kerusakan)  harus  didahulukan  dari  pada

menarik kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kaedah  fiqhiyah tersebut,  untuk

mengakhiri  mafsadat yang  lebih  besar  di  antara  Penggugat  dan  Tergugat,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis  menilai  bahwa  perceraian  dapat  menjadi  jalan  keluar  dari  kemelut

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan  Penggugat patut  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in

sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Jakarta  Timur  adalah  talak  satu  ba’in  sughra,  maka  sebagaimana  maksud

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan perundang-undangan yang  berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

       Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj.

St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis,  Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
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tersebut diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

 
 Ketua Majelis, 

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

          Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.    M. Sahri, S.H., M.H.

   Panitera Pengganti,

                                     ttd     

  Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp   60.000,00

2. Proses : Rp  100.000,00

3. Panggilan : Rp   21.000,00

4. Meterai : Rp          10.000,00  

J u m l a h                  : Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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